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PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 25 TAHUN 2013 

TENTANG 
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK  

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan 
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan 
Pengadaan Secara Elektronik, maka perlu dibentuk 
Layanan Pengadaan Secara Elektronik guna 
memfasilitasi proses pengadaan barang/jasa 
pemerintah;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Layanan 
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Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Komunikasi 
dan Informatika; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden 
Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan 
Organisasi Kementerian Negara; 

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 
Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas 
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara; 

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang 
Layanan Pengadaan Secara Elektronik; 
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8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 
17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan 
Informatika; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
TENTANG LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK 
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan 

Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh 
barang/jasa oleh Kementerian yang prosesnya dimulai dari 
perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan 
untuk memperoleh barang/jasa. 

2. Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik atau E-Procurement adalah 
Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan 
teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. 

3. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Komunikasi dan 
Informatika yang selanjutnya disebut LPSE Kemkominfo adalah unit 
kerja yang dibentuk oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika 
untuk menyelenggarakan SPSE dan memfasilitasi Kementerian 
Komunikasi dan Informatika kepada Portal Pengadaan Nasional. 

4. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut SPSE 
adalah kesisteman meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) 
dan database E-Procurement yang dikembangkan oleh LKPP untuk 
digunakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dan 
infrastrukturnya. 

5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang 
selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas 
mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden 
Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah. 

6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat 
pemegang kewenangan penggunaan anggaran 
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Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat 
yang disamakan pada lnstitusi lain Pengguna APBN/APBD.  

7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah 
pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN.  

8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah 
pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa.  

9. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit 
organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan 
barang/jasa di Kementerian yang bersifat permanen, dapat berdiri 
sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. 

10. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian 
Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan 
Barang/Jasa.  

11. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha dan/atau orang 
perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa 
konsultasi/jasa lainnya. 

12. User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas Pengguna 
SPSE yang digunakan untuk beroperasi di dalam SPSE. 

13. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh 
Pengguna SPSE untuk memverifikasi User ID dalam SPSE.  

14. Pengguna SPSE adalah perorangan/badan usaha yang memiliki hak 
akses kepada SPSE direpresentasikan oleh User ID dan Password yang 
diberikan oleh LPSE. 

15. Menteri adalah Menteri Komunikasi dan Informatika. 

BAB II 
PEMBENTUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI  

Pasal 2 

(1) LPSE Kemkominfo dibentuk untuk memfasilitasi ULP/Panitia 
Pengadaan dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara 
Elektronik atau E-Procurement. 

(2) LPSE Kemkominfo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung 
jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan 
Informatika. 

(3) LPSE Kemkominfo secara bertahap membuat Kesepakatan Tingkat 
Pelayanan (Service Level Agreement/SLA) dengan LKPP. 
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